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Catatan Kritis Kartu Prakerja
 



Februari 2019
 

"Saya tingkatkan
keterampilan untuk

pencari kerja dan
Korban PHK. Untuk itu
saya luncurkan kartu

prakerja," Presiden
Jokowi

 

1 2 3 4 5 6 7

Agustus 2019
 

Anggaran kartu
prakerja Rp 10 T

Desember 2019
 

Menko Perekonomian
Airlangga Hartanto

menyebut Prakerja akan
dilaunching Agustus

2020

26 Februari 2020
 

Presiden Jokowi
menerbitkan Perpres No.

36 tahun 2020 tentang
Pengembangan

Kompetensi Kerja melalui
Program Prakerja 

20 Maret 2020
 

Prakerja diluncurkan sebagai
solusi alternatif bagi

masyarakat yang terdampak
COVID-19, didahului

penandatanganan MoU
dengan mitra resmi prakerja.
Pendaftaran peserta disebut

dibuka April 2020.

27 Maret 2020
 

Airlangga Hartanto
menerbitkan Peraturan

Menko Perekonomian No.
3 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksana

Perpres 36/2020

31 Maret 2020
 

Presiden Jokowi
umumkan anggaran
kartu prakerja naik

menjadi Rp 20 T

8

Co-Founder Ruangguru menyebut
bahwa dalam diskusi yang ia ikuti
sejak akhir 2019, semua platform
digital diminta untuk mengkurasi

berbaga lembaga pelatihan



Kapan dan bagaimana proses pemilihan penyedia? 
Mengapa pemerintah memilih untuk memberi pelatihan webinar
berbayar?
Mengapa pemerintah mempercepat pelaksanaan program prakerja?
Mengapa pemerintah menaikkan anggaran menjadi Rp 20 triliun? Siapa
yang diuntungkan?

Pertanyaan:
 



Proses pemilihan penyedia/ mitra kerja sama
Konflik kepentingan penyedia dengan stafsus presiden (yang kemudian
mengundurkan diri sebagai stafsus)
Belum diuji coba, sebagaimana disebut pemerintah pada 2019
Bentuk pelatihan webinar berbayar = pemborosan anggaran dan lebih
menguntungkan penyedia
Tak relevan dimasukkan sebagai program penanganan dampak COVID-19
sehingga anggaran naik 100% (dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun)
Tidak urgen dipercepat pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19

6 Masalah Kartu Prakerja
 

 



Anggaran Rp 20 triliun, 28% akan
dibayarkan kepada pihak penyedia?



Jumlah dan jenis pelatihan (webinar) bisa
saja tetap, namun bertambahnya peserta
akan berdampak pada semakin besarnya
"harga pelatihan" yang akan dibayarkan
pemerintah kepada pihak penyedia.

Anggaran naik 100% menjadi Rp 20 triliun,
peserta naik menjadi 5,6 juta orang.
 

Konsekuensi:



Contoh Pelatihan Prakerja:



Rp 400.000, per orang, maksimum
pekerja100 orang (Rp 400 juta)



9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima (naik 800 ribu orang)
Besaran angkanya naik 25%:

Rp 250.000,-/ bulan untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun
Rp 75.000,-/ bulan untuk anak SD
Rp 125.000,-/ bulan untuk anak SMP
Rp 166.000,-/ bulan untuk anak SMA
Rp 200.000,-/ bulan untuk penyandang disabilitas berat serta lansia.

Penerima Manfaat Program Kartu Harapan (PKH) di Tengah Pandemi COVID-19:
Sebuah Perbandingan
 

 



Kartu prakerja tak lebih dari program pemborosan anggaran.
Kenaikan anggaran akan semakin hanya menguntungkan pihak penyedia. 
Program prakerja tidak selayaknya dipercepat dan dinaikkan anggarannya
di tengah pandemi COVID-19
Program prakerja tidak efisien dan efektif untuk menekan angka
pengangguran dan meningkatkan skill pencari kerja.

Simpulan
 

 



Tunda pelaksanaan
dan review ulang 
 bentuk serta jenis

pelatihan

Batalkan kerjasama
dengan penyedia/
mitra terpilih dan

lakukan tender

Publikasi grand-
design program

prakerja

Publikasi grand-
design program

prakerja

Batalkan kenaikan anggaran
prakerja dan alokasikan

kenaikan anggaran tersebut
untuk penanganan COVID-19

yang lebih mendesak

Rekomendasi

Dalam
pelaksanaannya, uji
coba dan evaluasi 

 efektivitas program
terlebih dahulu


